
BUPATI CIANJUR

. PROVINSI JAWA BARAT

. PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 3 TAHUN 2Ol7

TENTANG

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
. Ii{BLIPATEN CIANJUR KEPADA DESA

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a:

Mengingat : L.

b.

L.

BUPATI CIANJUR,

bahwa pedoman pengelolaan bantuan keuangan
pemerintah kabupaten cianjur kepada desa telah
ditetapkal dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengeloiaan Bantuan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada
Desa;

bahwa sehubungan dengan adanya penataan
kelembagaan Ci lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianjur, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
Keuangal Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan
Keuan.gan. Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada
Desa;

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2$6l;

IJndang-Undarrg Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan aNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.



Undang*Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentangPemeriksaan pengelolaan dan Tanggungawa6
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tamiahan Lemb arart
Negara Republik Indonesia Nomor 4aOe;
undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ot4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9S);

Undang-I-Indang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi[
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, TamLahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSST)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
Cengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang
Perubahan Xedua Atas Undang-Undang Noaaor g3
Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S liomor Sg,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5679j;
Peraturan Pemerjntah Nomor 43 Tahun DO14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 201.4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 t{omor \23, Tarn-bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah
Republik Indonesia Nomor 4g Tahun ZOt4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2OL4 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2O1S Nomor lST, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor STIT);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Ntrrnor 113 Tahun 2074 tentang pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4
Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pembentukan produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KEPADA
DESA. II

3.

4.

6.

7.

8.
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BAB T

KETENTUAN UMUM

Bagran Kesat*'

Definisi

Pasai 1

Dal.am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
tr; Daerah arlaJalt Daerah l{abupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Penaerintah Daerah

-Ke.bu;eafe.nC-ianir:.r:.
3. Bupati adalah Bupati Ci.anjur"
4. Badan Pengelotraan Keuangan dan Aset Daerah yang

selan3utnya disingkat BPK&D. adalah Eiad,ar,r
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
C.:a:rjur.

5. Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa yang
selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas
Per,raberrla3raan Masyarakat dan Desa Kabtlpaten-
Cianjur.

6, Desa adalah Desa dj wjJayaj: Daera-b-
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan

kegiatan Pemerfu:tahan Desa,
8. Sekretaris Desa adalah bertindak sel,ak:u koeirdinator

pelaksanaan pengelolaan keungan desa.
9, .BenCalr.ara ad.aJah ur?sulr sfaf se,krefurtil desa Jrang

rnembidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan desa.

IO, Pelaks&oaan Teknis Fengelotaan Keuamg:an Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat
desa -yang rnembantu Kepala Desa untuk
mela.ksanakan pengelolaan keuangan desa.

1L. Anggaran Pendapatan Can Belanja Desa yang
sekrrriutrry,a drsqb.al ASBDes eudalah :reneEtrrEr
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
clan disetuiui bersama oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa"

L2. Peratr:san De-sn adalah perabrran perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan
Pe.rrnu sya$raratan De sa.

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang rneliputi Berencanaan! pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungiawaban
keuangan desa. 

n
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L4. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur
kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan
Keuangan adalah dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah daerah kepada desa yafig bersumber dari
anggara.n pendapatan dan belanja daerah.

15. Pe3'abat Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD
sebagai kepala satuan kerja pengelola keuangan
daerah yang mempuayai tugas melaksanakan
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan bertindak sebagai bendatrara umum daerah.

16. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pad"a Pemenntah Daerar'+ yang melaksand<an
pengeloiaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah.

17. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-
PPKD adalah serencana kerja dan anggaran BPKAD
se,takr* B"etrdatrara, U1ar,*ru Daeratr.

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan
Keuangar: Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran
BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

19 . tserrdaJrara Pengelr+aran Pejabat tren gelolaalr Kerrangag
Da.erah adalah Bendahara Pengeluaran BPKAD selaku
SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi,
belanja tnbah, belanja bantuan sosial, betanja bagr
hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak
terduga, dan pengeluaran pembiayaan.

2O. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengqiukan
permintaan pembayaran.

2L. Surat Penntah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM a.dalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.

22. Sura.t Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
d.isingkat SP2D adalah dok*men yaiag digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Bagian Kedua

Maksud clan Tujuan

Pasal 2
I

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
perangkat daerah dan Desa dalam pengelolaan Bantuan
Keuangan dengan tujuan untuk meujudkan ketertiban
dalam pengelolaan Bantuan Keuangan.
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(1)

(2)

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungf awaban keuangan Desa.

BAB II

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Jenis Bantuan Keuangan

Pasal 4

Jenis Bantuan keuangan Desa terdiri atas:
a. Bantuan Keuangan yang bersifat umum; dan
b. Elantuan Keuangan yang bersifat khusus.

Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, peruntukan dan
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada
Desa.

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
penrntukan dan penggunaannya diarahkan dan/atau
clitetapkan oleh Bupati.

(4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicantumkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Desa calon penerima Bantuan Keuangan harus memiliki
rekening bank yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Desa penerima Bantuan Keuangan wajib menggunakan
dana bantuan keuangan sesuai dengan proposal dan
rencana anggaran biaya.

Desa penenma Bantuan Keuangan bersifat khusus wajib
mengl+rnakannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Keputusan Bupa.ti.

Desa penerima Bantuan Keuangan wqiib membuat
laporan, baik fisik tnaupun administrasi sesuai dengan
pertanggung[awaban kepada Bupati melalui Camat dengan
tembusan kepada Kepala BPKAD dan Kepala DPMD.

(3)

(1)

(2)

t3)

(4)
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(1)

(2)

Bagian Ketiga

Pengajuan dan Evaluasi

Pasal 6

Desa mengajukan permohonan kepada Bupati.

Surat perrnohonan pengajuan Bantuan Keuangan
ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh
Camat.

(3) Desa rnenyertakan dokumen proposal pengajuan yang
paling sedikit memuat:
a. latar belakang;^ b. maksurl dan tujuan;
c. lokasi bantuan,
d. data,.rrrrrrrn; danr^

e. rencana penggunaan Bantuan Keuangan.

{4) Berda.sarkan permohonan sebagaimana djmaksud pada
ayat (L), DPMD melakukan evaluasi terhadap keabsahan
dan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan
Keuarrgan.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal7

(1) Bantuan Keuangan berupa uang dicantumkan dalam RKA-
PPKD.

RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar pengan ggatanBantuan Keuangan dalam APBD.

PPKD menganggarkan Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dalam kelompok belanja tidak
langsung.

Bagian Kelima

Pencairan

Pasal 8

Pencairan Bantuan keuangan didasarkan pada DPA-PPKD.

Pencairan Bantuan Keuangan disalurkan melalui rekening
kas umum daerah ke rekening kas desa dan/atau ke
rekening bendahara pengeluaran PPKD yang selanjutnya
dipindahbukukan ke rekening kas desa.

Permohonan pencairan dilampiri dengan persyaratan
sebagai berikut:
a. surat permohonan pengajuan pencairan Bantuan

Keuangan ditandatangani oleh Kep)a Desa dan
diketahui Camat;

(2\

(3)

(1)

(2)

(3)
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b. Desa menyertakan dokumen proposal pencairan yang
paling sedikit memuat:
1. tatat he.takang;
2. rnaksud dan tujuan;
3. lokasi bantuan,
4. data umum; dan
5. rencana penggunaan Bantuan Keuangan,
yarrB besaranrrya telakr drtetapkarr oleh Bupatr.

Desa rnengajukan surat permohonan pencairan kepada
Bupati rnelalui DPMD dengan meJampirkan:

1. salinan APBDes yang di dalamnya memuat tentang
Bantuan Keuangan; '

2. laporan penggunaan Bantuan keuangan tahap
sebelunrnya;

3. t>erita acara hasil eveluasi dan verifikasi Camat
terhadap Bantuan Keuangan;

4. salinan Keputusan Kepala Desa tentang
Pernbentukan Tim Pelaksana Kegiatan;

5. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan
Bantuan l{.euangan dari Kepla Desa;

6. kwitansi 4 (empat) lembar (lembar pertama
berma.terai cukup) ditandatangani oleh Kepala
Desa;

7. foto kopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan
Bendahara Desa; dan

8. foto kopi nomor Rekening Kas Desa.

DPMD melala:kan verifiknsi terhadap permohonan-
pencairan Bantuan Keuangan.

Selanjutnya DPMD menyampaikan surat permohonan
persetujuan pencairan kepada Bupati dengan
melarnpirkan surat permohonan dari Desa dan surat
pernyataan telah diverifikasi untuk mendapat
persetujuan Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupati, BPKAD menerbitkan
SPP, SPM, dan SP2D atas nama Bendahara
Pengelrraran PPKD danf atau Desa.

SP2D ya:nB telah ditertntkan oleh Bendahara Umum
Daerah disampaikan ke bank yang ditunjuk untuk
pencairan pemindahbukuan dana sebesar tersebut
dalarn SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa atau bendahara Pengeluaran PPKD.

Bantrran Ker:angan dari tekernng bsndahlara
Pengeluaran PPKD selanjutnya dipindahbukukan ke
Rekening Kas Desa.

c.

d.-

e.

f.

tb'

h.
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(1)

(2t

(s)

(1)

(21

(3)

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 9

Laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan
disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan
ternbusan Kepala BPKAD dan DPMD setelah diverifikasi
oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD dan akan
menjadi pertimbangan pemberian Bantuan Keuangan
berikutnya.

Laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Format laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini"

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 10

Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan
wajib dicatat, dibukukan, dan dipertanggungiawabkan
oleh Bendahara Desa serta melakukan tutup buku setiap
akhir bulan secara tertib, dan diketahui oleh Kepala Desa
selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator
PTPKD.

Pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
Pada aJ,at {1) berupa;
a. buku kas umum;
b. buku kas pembantu; dan
c. buku bank.

Bukti-bukti pengeluaran yang sah harus ditandatangani
oleh penerima uang, Bendahara Desa dan disetujui oleh
Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa
selaku kcordinator PTPKD.

Laporan pertanggungiawaban Bantuan Keuangan
disampaikan kepsada Bupati melalui camat dilampirkart
dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes setiap akhir tahun anggaran.

(4)
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BAB III

PENUTUP

Pasal 1 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur
Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015
Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Pi:raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Januari 2Ol7

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
da..tangga-l 9 Janu ari 20 17

6ffe;"ti*,. DAERAH KABU'ATEN .TANJUR,

i.;"$

S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 3


